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UMUM

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dituntut kemandirian pemerintahan
daerah untuk dapat melaksanakan kebijakan desentralisasi fiskal secara
lebih bertanggungjawab. Oleh karena itu, Pajak dan Retribusi yang telah
diserahkan menjadi urusan pemerintah daerah sebagai bagian dari
kebijakan  desentralisasi fiskal baik untuk provinsi maupun
kabupaten/kota harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu
sumber pendapatan daerah. Hal ini mengingat Pajak dan Retribusi
merupakan pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi
keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi masih dihadapkan
pada persoalan kesadaran wajib pajak yang relatif masih rendah sehingga
memerlukan peran dan upaya aparat pemungut pajak khususnya pada
proses pemeriksaan dan penagihan pajak untuk jenis pajak yang dibayar
sendiri oleh wajib pajak maupun jenis pajak yang dipungut berdasarkan
penetapan kepala daerah.

Untuk menindaklanjuti terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance), khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh
potensi Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif
sebagai tambahan penghasilan bagi Instansi Pelaksana Pemungut Pajak
dan Retribusi yang mencapai kinerja tertentu.

Selain itu, dalam rangka mengoptimalkan pemungutan Pajak dan
Retribusi, Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dalam
melakukan pemungutan Pajak perlu dibantu oleh pihak lain diluar Instansi
Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi. Oleh karena itu maka pihak lain
tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan pemungutan Pajak oleh Instansi
Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi, sehingga dalam Peraturan
Pemerintah ini diatur pula mengenai pembayaran Insentif kepada pihak
lain tersebut.
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Dengan demikian, pemberian Insentif diharapkan dapat
meningkatkan kinerja Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi,
semangat Kkerja pejabat atau pegawai Instansi, pendapatan daerah, dan
pelayanan kepada masyarakat. Pemberian Insentif diharapkan agar aparat
pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi dapat bekerja dengan jujur,
bersih, dan bertanggungjawab.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah
dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya
melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “tenaga lainnya” adalah tenaga yang

mendapat penugasan dari Instansi Pelaksana Pemungut Pajak
dan Retribusi untuk membantu pelaksanaan pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah antara lain
Kepolisian Daerah dalam pemungutan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Ayat (3) ...
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